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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, Tempat tanggal lahir Lumajang, 25 April 1993,
Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan
Diploma Il Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Tempat tinggal Jalan  PLN,
RT.001/RW.004, Desa XXXXXX, Kecamatan
XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara/
Domisili  Elektronik XXXXXX. Selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

melawan,

XXXXXX, NIK.- , tempat tanggal lahir Ngidiho, 16 September 1990,
Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat
tinggal di Jalan PLN, RT.001/RW.004, Desa
XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten
Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 22
Agustus 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dengan register
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perkara Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.MORTB. telah mengajukan Gugatan yang
berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Utara,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0058/04/XI11/2017,
tertanggal 27 Desember 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat sampai sekarang dan sudah di karuniai 2 anak yang
bernama; XXXXXX usia 2 tahun, dan Rayhana usia 0 tahun, anak-anak
tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis disebabkan karena : Sejak September 2019 Tergugat mulai
menghamburkan uang untuk berjudi;

4, Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Agustus
2022, Tergugat meninggalkan kewajiban Tergugat untuk membayar tagihan-
tagihan hutang yang dipinjam atas nama Penggugat, dan kebiasaan
Tergugat yang suka menghambur-hamburkan uang untuk berjudi masih
terus Tergugat lakukan, padahal sudah pernah buat kesepakatan dengan
Penggugat untuk tidak main judi lagi;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya
pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan
Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan
untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh
karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan
nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui
Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut
dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh)
persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat,
namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:
PRIMER :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)

anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah
Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui
Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak
tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai
dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan
kesehatan;

4, Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan ingin
mencabut surat gugatannya, karena Tergugat sekarang sudah tidak main judi
online lagi dan bersikap baik kepada Penggugat. Oleh karena itu, maka
Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya
mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan;
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Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut
gugatannya,

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena
itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat
untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim menilai pencabutan perkara oleh Penggugat yang dilakukan sebelum
Tergugat memberikan jawaban tidak perlu memperoleh persetujuan dari
Tergugat, terlebih pada perkara a quo Tergugat juga hadir dan membenarkan
akan rukun. Oleh karenanya pencabutan tersebut telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.
1841K/Pdt/1984 sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis
Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
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Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.
MENETAPKAN
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.MORTB dicabut;
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Morotai pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.l., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Moh Koirul Anam, S.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.l.,M.H. Zahra Hanafi, S.H.l., M.H.

Moh. Koirul Anam, S.H
Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp75.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00

- PNBP Pencabutan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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